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Perwakilan BPK Disomasi

KUPANG, KOMPAS — Tim
Pembela Demokrasi Indonesia
menyomasi perwakilan Badan
Pemeriksa Keuangan di Nusa
Tenggara Timur, terkait temuan
dugaan korupsi di provinsi itu
yang tidak ditindaklanjuti. Dana
bermasalah yang ditemui BPK
mencapai Rp 500 miliar dan aset
daerah senilai Rp 4,5 triliun be-
lum dipertanggungjawabkan.
Dalam catatan Tim Pembela
Demokrasi Indonesia (TPDI), 11
temuan berindikasi korupsi da-
lam proyek yang dibiayai APBD
NTT tahun anggaran 2010. Pro-
yek itu, antara lain, pengendalian
pengelolaan pajak air bawah ta-
nah, keterlambatan pembayaran
pajak kendaraan bermotor tidak
dikenai sanksi, dan pencatatan
tunggakan pajak kendaraan ber-
motor tidak dilakukan. Realisasi
dana bantuan sosial (bansos) se-
nilai Rp 13,33 miliar tidak di-
lengkapi  pertanggungjawaban
yang memadai. ‘
Koordinator TPDI Petrus Se-
lestinus kepada Kompas di Ku-
pang, Sabtu (30/6), mengatakan,
laporan hasil pemeriksaan BPK

perwakilan NTT, misalnya, me-.

nunjukkan ada penyalahgunaan
kewenangan dan perbuatan me-
lawan hukum sehingga menim-
bulkan kerugian keuangan ne-
gara pada kasus bansos. Proyek
ini dijalankan Biro Keuangan dan

Biro Kesejahteraan Rakyat Se- .
kretariat Daerah NTT.
”Perwakilan BPK NTT telah
menyerahkan hasil temuan itu
kepada Gubernur dan DPRD
NTT untuk ditindaklanjuti se-
lama 60 hari terhitung dari pe-
nyerahan hasil. Tetapi, kini sudah
1,5 tahun gubernu&belum mem-
berikan pertanggungjawaban ke
BPK,” papar Selestinus.
Seharusnya Perwakilan BPK
di NTT menindaklanjuti temuan
itu dengan audit investigasi dan
melaporkan temuannya ke KPK,
Kejaksaan, dan Polri. Namun,
sampai Minggu (1/7), Perwakilan
BPK di NTT diam dan mem-
biarkan kasus itu. Sikap ini ber-
indikasi korupsi dan kolusi an-
tara Pemprov dan BPK NTT.
Dengan pembiaran itu, pim-
pinan BPK di NTT diduga me-
lakukan korupsi, seperti diatur
dalam Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang BPK.
Karena itu, lanjut Petrus, TPDI
protes keras dan menyomasi per-
wakilan BPK di NTT atas ki-
nerjanya yang tak sesuai UU.

Secara terpisah, Wakil Ketua
DPRD NTT Kasintus Ebu Tho

mengatakan, masalah dalam ke-
uangan daerah sesuai APBD ta-
hun 2010-2011 hanya sebatas ad-
ministrasi. Hal itu sudah di-
Klarifikasi dan diserahkan hasil-
nya ke BPK. (KOR)










